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Daam melakukan pemungutan pajak, suatu negara hendaknya harus berdasarkan kepada peraturan
perundang-undangan dan asas-asas dalam pemungutan pajak. Hal tersebut harus diterapkan kepada setiap
wajib pgak, termasuk kepada para perusahaan pertambangan. Dalam faktanya, banyak terjadi sengketa
perpg akan antara pemungut pajak dengan para perusahaan pertambangan, contohnya adalah sengketa antara
PT Freeport Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak pada Putusan Pengadilan Pgjak Nomor PUT-
114507.16/2014/PP/M.111B Tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenal bagaimanakah pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai PT Freeport Indonesia pada saat menggunakan mekanisme kontrak dan mekanisme
perizinan. Serta dibahas pula mengenai analisis putusan tersebut ditinjau dari keberlakuan Kontrak Karyall
pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, penerapan asas equality, dan penerapan asas
certainty. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pgjak Nomor PUT-
114507.16/2014/PP/M.111B Tahun 2018 tidak mempertimbangkan mengenal keberlakuan dari Kontrak
Karyall pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, serta tidak melaksanakan pemenuhan
dari asas-asas pemenuhan pajak yaitu asas equality dan asas certainty.

In carrying out tax collection, a country should be based on statutory regulations and principles in tax
collection. This must be applied to every taxpayer, including mining companies. In fact, there are many tax
disputes between tax collectors and mining companies, for example the dispute between PT Freeport
Indonesia and the Directorate General of Taxesin the Tax Court Decision Number PUT-
114507.16/2014/PP/M.111B 2018. This research discusses how the imposition of Vaue Added Tax of PT
Freeport Indonesia when using the contract mechanism and the licensing mechanism. The analysis of the
decision was also discussed in terms of the validity of the Contract of Work Il after the enactment of Law
Number 42 of 2009, application of the principle of equality, and application of the principle of certainty.
The results of this study state that the Tax Court Decision Number PUT- 114507.16/2014/PP/M.I11B of
2018 does not consider the validity of the Contract of Work |1 after the enactment of Law Number 42 of
2009, and does not fulfill the principles of tax compliance. namely the principle of equality and the principle
of certainty.
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